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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) merupakan bukti legalitas serta 

jaminan kepastian hukum dan hak yang diberikan kepada pemegangnya untuk 

melakukan kegiatan usaha penyediaan jasa dan/atau sarana wisata alam di kawasan 

konservasi, khususnya kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam 

(KPA). Namun, pada kenyataannya terdapat beberapa pemegang IPPA yang tidak dapat 

merealisasikan kegiatan usahanya karena izin yang dihentikan sementara atau dicabut 

oleh pemerintah, walaupun pada dasarnya mereka telah memenuhi semua kewajiban 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang 

IPPA. Hal ini menimbulkan adanya kecurigaan atau indikasi permasalahan hukum 

dalam norma ataupun ketentuan terkait, dikarenakan Perizinan Pengusahaan Pariwisata 

Alam diatur dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan seperti 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan, administrasi pemerintahan, 

dan sebagainya. Indikasi permasalahan dalam rumusan norma atau ketentuan tersebut 

akan mempengaruhi penerapan atau pelaksanaan Perizinan Pengusahaan Pariwisata 

Alam serta berdampak pada kepastian hukum dan hak pemegang IPPA untuk 

merealisasikan usaha jasa atau sarana wisata alam di kawasan konservasi.  

Untuk dapat menilai bagaimana kepastian hukum dari peraturan perundang-

undangan terkait Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam, maka digunakan teori 

kualitas kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan mengenai perizinan. 

Teori tersebut dibentuk berdasarkan teori kualitas kepastian hukum formil dalam 

peraturan perundang-undangan, yakni rumusan ketentuan harus jelas dan tidak 

multitafsir; sinkron; tidak bersifat ad hoc; tidak berlaku surut; dan tidak melebihi apa 

yang dapat dilakukan. Serta teori umum dalam hukum perizinan yang menentukan 4 

(empat) aspek penting dalam perizinan, yakni berkaitan dengan wewenang; prosedur 

dan persyaratan; sifat final; dan tindakan pejabat atau pemerintah berupa penundaan, 

pembatalan, dan pencabutan izin. Atau dengan kata lain, teori kualitas kepastian hukum 

dalam peraturan perundang-undangan mengenai perizinan terdiri dari 5 (lima) kriteria 
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kualitas kepastian hukum formil dengan 4 (empat) aspek penting dalam hukum 

perizinan.  

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan 

terkait Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam dari tahun 2009 sampai dengan 2019 

menggunakan teori kualitas kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan 

mengenai perizinan, dapat disimpulkan jawaban atas rumusan permasalahan yang 

mendasari adanya penelitian hukum ini, yakni:   

5.1.1. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perizinan Pengusahaan 

Pariwisata Alam di kawasan konservasi, khususnya kawasan suaka alam dan 

kawasan pelestarian alam belum memenuhi kualitas kepastian hukum. Menurut 

hasil penelitian pada Bab III, ditemukan berapa ketentuan atau norma dalam 

peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam 

yang dirumuskan secara tidak jelas dan saling bertentangan (tidak sinkron). 

Beberapa norma yang bermasalah tersebut, yakni norma mengenai wewenang 

pemberian atau penerbitan izin usaha penyediaan jasa wisata alam (IUPJWA) 

dalam PP IPPA dan Permen IPPA, norma tentang prosedur dan persyaratan 

penerbitan IPPA dalam UU PPLH dan PP IPPA, dan norma yang mengatur 

mengenai alasan penundaan pelaksanaan IPPA selain sebagai sanksi administratif 

dalam UU Administrasi Pemerintahan. Dengan adanya ketidakjelasan dan 

ketidaksinkronan pada ketiga norma tersebut, menimbulkan adanya indikasi 

ketidakpastian hukum bagi pemegang IPPA pada tahap pelaksanaan dan realisasi 

kegiatan usaha dalam perizinan tersebut.  

5.1.2. Permasalahan mengenai norma yang tidak jelas dan tidak sinkron dalam peraturan 

perundang-undangan terkait Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam berdampak 

bagi pemegang IPPA di kawasan konservasi, khususnya kawasan suaka dan 

pelestarian alam. Hasil analisis pada Bab IV menunjukkan adanya hubungan 

antara permasalahan norma dalam peraturan perundang-undangan terkait 

Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam  dengan kepastian hukum dan hak dari 

pemegang IPPA. Permasalahan pada norma dalam peraturan perundang-undangan 

terkait Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam dapat menjadi alasan adanya 

penundaan, pembatalan, maupun pencabutan keputusan yang dilakukan oleh 

pejabat berwenang selain sebagai sanksi administratif.  
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Permasalahan pada norma yang mengatur mengenai wewenang penerbitan IPPA, 

khususnya pada IUPJWA berdampak pada risiko perizinan tersebut dibatalkan 

atau dicabut dengan alasan cacat wewenang atau dianggap tidak sah. Permasalahan 

tersebut juga memiliki hubungan dengan ketidakjelasan pada norma yang 

mengatur wewenang penundaan, pembatalan, dan pencabutan IPPA. 

Permasalahan berikutnya terdapat pada norma yang mengatur mengenai prosedur 

dan persyaratan penerbitan IPPA, khususnya persyaratan lingkungan yang 

berdampak pada risiko perizinan tersebut ditunda dengan alasan risiko kerugian 

negara, kerusakan lingkungan hidup atau konflik sosial, serta risiko dibatalkan 

dan/atau dicabut dengan alasan adanya cacat/kesalahan prosedur. Disamping itu, 

adanya permasalahan ketidakjelasan norma tentang  tolak ukur alasan penundaan 

atau penghentian sementara IPPA berdampak pada kepastian dari para pemegang 

IPPA dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak termasuk dalam kegiatan 

yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup, 

maupun konflik sosial.  

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa adanya permasalahan pada norma-

norma dalam peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Pengusahaan Pariwisata 

Alam telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan hak bagi pemegang IPPA. 

Namun, tidak menutup kemungkinan ketidakpastian yang dialami oleh pemegang IPPA 

tersebut terjadi hanya karena norma dalam peraturan yang tidak jelas dan sinkron. 

Adanya kemungkinan permasalahan hukum terjadi pada tahap pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan hak bagi pemegang 

IPPA. Artinya rumusan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sudah sesuai 

dengan teori kualitas kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan mengenai 

perizinan, tetapi pelaksanaan atau penerapan yang dilakukan oleh pemerintah tidak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan ketidakpastian 

hukum dan hak bagi para pemegang IPPA. 

Penelitian ini hanya berfokus pada permasalah dalam peraturan perundang-

undangan terkait perizinan pengusahaan pariwisata alam, dan tidak mencakup analisis 

permasalahan hukum pada tahap pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait 

perizinan tersebut. Oleh karena itu, penelitian hukum mengenai kepastian hukum dalam 

peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam masih 
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sangat terbuka untuk dilakukan penelitian lebih lanjut yang berfokus pada tahap 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Pengusahaan Pariwisata 

Alam di kawasan konservasi. 

 

5.2. Saran 

Setelah memaparkan kesimpulan dari permasalahan yang mendasari adanya 

penelitian hukum terhadap kualitas kepastian hukum dalam peraturan perundang-

undangan terkait perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam di kawasan konservasi, serta 

mempertimbangkan perkembangan dan perubahan terhadap peraturan perundang-

undangan tersebut pasca penelitian. Penulis menghimbau atau memberikan saran kepada 

pemerintah untuk tetap melakukan perbaikan terhadap beberapa norma atau ketentuan 

terkait Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam yang belum sesuai dengan teori kualitas 

kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan mengenai perizinan. Hal ini 

menjadi penting untuk lebih menjamin kepastian hukum dan hak dari masyarakat luas 

khususnya pemegang IPPA. Walaupun perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah pasca 

penelitian ini sudah cukup menjamin kepastian dari para pemegang IPPA.  
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